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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Salah satu tujuan berdirinya negara Republik Indonesia adalah untuk 

memajukan kesejahteraan umum, sebagaimana tercantum dalam alinea keempat 

pembukaan UUD NRI 1945. Berdasarkan tujuan negara Indonesia tersebut, maka 

Indonesia adalah Negara yang menganut paham kesejahteraan (welfarestate). 

Dengan demikian, maka administrasi negara diserahi kewajiban untuk 

menyelenggarakan kesejahteraan umum (bestuurszorg)
1

. Dalam melaksanakan 

kewajiban tersebut, maka administrasi negara perlu diberikan kewenangan untuk 

bertindak atas inisiatif (freies ermessen atau discretionary power). Nata Saputra 

mengartikan freies ermessen  sebagai suatu kebebasan yang diberikan kepada alat 

administrasi, yaitu kebebasan yang pada asasnya memperkenalkan alat administrasi 

negara mengutamakan keefektifan tercapainya suatu tujuan daripada berpegang 

teguh kepada ketentuan hukum, atau kewenangan untuk turut campur dalam 

kegiatan sosial guna melaksanakan tugas-tugas untuk mewujudkan kepentingan 

umum dan kesejahteraan sosial atau warga negara
2

. Untuk mewujudkan 

kesejahteraan umum, maka pemerintah menyelenggarakan administrasi 

                                                             
1
 Ibid. 

2 Ibid.,hlm.15. 
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pemerintahan. Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 

Tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan), 

Administrasi Pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan 

dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan.   

Selanjutnya, Pasal 1 butir 2 UU Administrasi Pemerintahan disebutkan 

bahwa fungsi administrasi pemerintahan meliputi pengaturan, pelayanan, 

pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan. Salah satu fungsi administrasi 

pemerintahan adalah memberikan pelayanan publik. Dalam Pasal 1 angaka 1 

Undang-Undang 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (UU Pelayanan Publik) 

disebutkan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam 

rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau 

pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 

Pelayanan publik adalah kunci penting dalam administrasi pemerintahan, 

karena merupakan bentuk penyediaan pelayanan jasa yang diberikan oleh negara 

kepada masyarakatnya. Pelayanan publik yang baik adalah salah satu cerminan dari 

masyarakat yang sejahtera. Pelayanan publik merupakan suatu bentuk kewajiban 

yang harus di tunaikan oleh negara kepada setiap warga negaranya tanpa terkecuali. 

Semua orang berhak mendapatkan “service” dari negara
3
. 

                                                             
3
 Agung Hermansyah,  Dalam Opini „‟Menciptakan Pelayanan Publik Bebas Pungli‟‟, Koran 

Harian Haluan,  19 Oktober 2016. 
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Pelayanan terhadap masyarakat benar-benar menjadi prioritas utama dan para 

aparat birokrsi sebagai pelayan masyarakat akan lebih mampu melayani, 

mengayomi, dan menumbuhkan partisipasi masyarakat, sehingga birokrasi yang 

baik dan sesuai dengan harapan serta aspirasi masyarakat dapat tercipta. Berbagai 

inovasi mengenai pelayanan telah banyak dilakukan oleh sebagian besar instansi 

publik. Hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan pelayanan 

kepada masyarakat yang lebih baik, mudah serta terjangkau dan sebagai jawaban 

kepercayaan yang telah diberikan oleh masyarakat terhadap kinerja dari birokrasi 

pelayanan publik yang notabene selama ini mendapatkan  “image”  kurang   

memuaskan  dari  sebagian   besar  kalangan masyarakat yang mengurus pelayanan 

baik itu pelayanan perizinan maupun pelayanan non-perizinan seperti proses 

pengurusan yang terlalu berbelit-belit, memakan waktu yang terlalu panjang serta 

memakan biaya yang mahal, ditambah ulah pihak-pihak yang ingin mengambil 

keuntungan pada akhirnya bermuara pada pembentukan opini publik yang apatis 

terhadap pelayanan publik. 

Tak terkecuali pelayanan publik di bidang pertanahan. Indonesia sebagai 

Negara berkembang saat ini sedang gencar-gencarnya melakukan pembangunan 

fisik di berbagai bidang, sehingga memerlukan banyak tanah/lahan untuk 

pembangunan tersebut. Dalam hal pembangunan banyak terjadi perkembangan 

aktivitas penduduk yang mewajibkan pemerintah mengatur dan mengawasi 

penggunaan tanah serta hak milik atas tanah sesuai UU yang berlaku. Hak 

milik atas tanah akan sangat penting dimana tanah sangatlah riskan pada konflik 
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jika tidak memiliki bukti yang sah atas kepemilikannya. Maka dari sana 

Kabupaten Padang Pariaman yang memiliki lahan terbangun yang cukup luas 

dengan permukiman/perumahan serta lahan-lahan yang diperuntukan dan 

digunakan masyarakat dalam prekonomian yang akan mewajibkan masyarakat 

untuk memiliki sertifikat. Sertifikat tanah merupakan bukti sah yang harus 

dimiliki pemilik tanah agar diakui secara hukum yang jelas sesuai dengan pasal 

3 PP No. 24 Tahun 1997 tujuan pendaftaran tanah yaitu : 

1. Untuk memberi kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada 

pemegang atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak – hak lain 

yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai 

pemegang hak yang bersangutan. 

2. menyediakan informasi kepada pihak – pihak yang berkepentingan 

termaksud pemerintah  agar  dengan  mudah  dapat  memperoleh  data  

yang  di  perlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai 

bidang–bidang tanah dan satuan–satuan rumah susun yang sudah 

terdaftar. 

3.   Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. 

Pemanfaatan dan penggunaan tanah ditujukan untuk kemakmuran dan 

kesejahteraan rakyat. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-

Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Bumi, 

air dan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara 



 

5 
 

dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat
4

.Untuk 

mewujudkan kesejahteraan rakyat  dengan  bumi,  air  dan  kekayaan  alam  yang 

terkandung di dalam wilayah Indonesia dan asetnya perlu adanya pengaturan 

lebih lanjut serta secara khusus dibuat mejadi  suatu  peraturan  perundang-

undangan  atau peraturan  yang mampu mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat 

Indonesia. Sehubungan dengan ini pemerintah telah membuat suatu undang-

undang tentang Agraria yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 atau yang 

lebih dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria . Dari UUPA ini salah 

satunya berisi tentang tata cara pembuatan sertifikat tanah di Indonesia, seperti 

dasar hukum pendaftaran tanah, objek pendaftaran tanah, dan lain- lain supaya 

adanya penertiban penggunaan tanah. Karena sering dijumpai masyarakat yang 

tidak tahu dan tidak memahami tentang penggunaan hak atas tanah yang 

merupakan suatu hal yang harus diketahui dan memerlukan suatu pembuktian 

atau alat bukti yaitu sertifikat tanah yang menyatakan tanah itu adalah benar-

benar miliknya. 

Fungsi sertifikat hak atas tanah menurut UUPA merupakan alat bukti yang 

kuat bagi pemiliknya, artinya bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya 

data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai 

data yang benar. Sudah barang tentu data fisik maupun data yuridis yang 

tercantum dalam buku sertifikat harus sesuai dengan data yang tercantum dalam 

buku tanah dan surat ukur yang bersangkutan karena data itu diambil dari buku 

                                                             
4 Nandang Alamsyah,dkk,Administrasi Pertanahan,( Jakarta : Universitas Terbuka,2002)hlm.1. 
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tanah dan surat ukur tersebut. Sertifikat  sebagai  alat  bukti  yang  kuat,  tidak  

sebagai  alat  bukti  mutlak,  hal  ini berkaitan dengan sistem publikasi yang 

dianut oleh hukum pertanahan Indonesia baik Peraturan Pemerintah Nomor 10 

tahun 1961 maupun Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 yakni sisem 

publikasi negative yang mengandung unsure positif karena akan menghasilkan 

surat-surat tanda bukti hak (sertifikat) yang berlaku sebagai alat pembuktian yang 

kuat. Sertifikat sebagai akte otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang 

sempurna, dalam arti bahwa hakim harus terikat dengan data yang disebutkan 

dalam sertifikat itu selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya oleh pihak lain
5
. 

Dari sana BPN (Badan Pertanahan Nasional) selaku instansi yang 

menangani dalam sertifikasi tanah mengeluarkan keputusan Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 2010 Tentang Standar Prosedur Operasi 

Pengaturan dan Pelayanan di lingkungan Badan Pertanahan Nasional, dan untuk 

meningkatkan kepercayaan masyarakat dipandang perlu dilakukan 

penyederhanaan dan percepatan pelayanan pertanahan tertentu kepada 

masyarakat terutama yang berkaitan dengan jenis dan waktu penyelesaian 

pelayanan pemeriksaan (pengecekan) sertifikat, peralihan hak, hak tanggungan, 

pemecahan, pemisahan dan penggabungan sertifikat, perubahan hak milik untuk 

rumah tinggal dan ganti nama pada kantor pertanahan serta Peraturan kepala BPN 

Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Penyederhanaan dan Percepatan Standar Prosedur 

Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan untuk jenis Pelayanan Pertanahan 

                                                             
5 Ibid. 
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Tertentu, yang merupakan landasan operasional dan layanan BPN kepada publik 

dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. 

Tugas pokok dan fungsi BPN diatur dan dijelaskan didalam Peraturan 

Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Perpres 

Nomor 85 Tahun 2012, kemudian diubah dengan Perpres Nomor 63 Tahun 2013 

tentang Badan Pertanahan Nasional, yang mempunyai tugas merumuskan dan 

menetapkan Kebijakan Nasional dibidang pertanahan, baik berdasarkan Undang-

Undang Pokok Agraria (UUPA) maupun peraturan perundang-undangan yang lain 

meliputi pengaturan peruntukan, persediaan dan penggunaan tanah, pengaturan 

hubungan hukum antara orang-orang dengan tanah, pengaturan hubungan-

hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum berkaitan 

dengan tanah berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Presiden. Untuk 

melaksanakan tugasnya, disetiap ibukota provinsi dibentuk Kantor Wilayah Badan 

Pertanahan Nasional dan setiap ibukota kabupaten/kota dibentuk Kantor 

Pertanahan Kabupaten/Kota. 

Pelaksanaan pelayanan publik dibidang pertanahan yang di delegasikan 

dan dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia melalui 

kantor-kantor pertanahan kabupaten/kota secara nasional mengacu pada 

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 

Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Pertanahan yang terdiri dari : 

1. Pelayanan pendaftaran tanah pertama kali 
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2. Pelayanan pemeliharaan data pendaftaran tanah 

3. Pelayanan pencatatan dan informasi pertanahan 

4. Pelayanan pengukuran bidang tanah 

5. Pelayanan dan penataan bidang tanah  

Instansi Badan Pertanahan Nasional terutama bagi Kantor Pertanahan 

kabupaten/kota merupakan unit terdepan yang berhadapan langsung dalam 

melayani masyarakat. Aparatur pemerintah harus profesional dalam menjalankan 

tugas pokok dan fungsinya, kewenangan dan tanggungjawab terutama dalam 

memberikan pelayanan terhadap masyarakat (public service). Pelayanan publik 

harus diutamakan karena hakikat dibentuknya pemerintah adalah memberikan 

pelayanan kepada masyarakat
6
. 

Namun, adanya instansi khusus (lex specialis) yang mengakomodir 

administrasi pertanahan baik di pusat (BPN) maupun di daerah-daerah (Kantor 

Pertanahan) tetap saja masih belum mampu menghadirkan dan memberikan 

pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat. Masyarakat masih saja 

kesulitan dalam hal memperoleh informasi dan akses serta pelayanan pengurusan 

dokumentasi tanah lainnya oleh Kantor Pertanahan di kabupaten/kota sehingga 

menimbulkan keluhan-keluhan dari masyarakat bahwa seakan-akan ketika mencari 

informasi dan mengurus surat yang berhubungan dengan pertanahan di Kantor 

Pertanahan sama dengan memasuki “rimba” tidak tahu mau kemana arah yang 

pasti untuk mengurus urusan pertanahan tersebut. Sehingga tidak jarang 

masyarakat terjebak pada proses percaloan yang tidak memberikan kepastian 

                                                             
6
 Jokowidodo, Analisis Kebijakan Publik.  Mengutip Rusmadi Muead, Administrasi Pertanahan 

Pelaksanaan Hukum Pertanahan Dalam Praktik, (Mandar Maju: Bandung, 2013) hlm. 483. 
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waktu terhadap selesainya urusan pertanahan seseorang di kantor pertanahan dan  

ketidak pastian biaya.  

Dalam rangka mewujudkan clean goverenment dan good goverenment serta 

melaksanakan asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), maka pemerintah 

diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP), sebagaimana 

tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (UU RPJM 

2005-2025), yang menyatakan : 

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk 

menghindarkan kekosongan rencana pembangunan nasional, Presiden yang sedang 

memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun Rencana 

Kerja Pemerintah (RKP) untuk tahun pertama periode Pemerintahan Presiden 

berikutnya. 

Salah satu kewajiban pemerintah dalam RKP ini adalah mengeluarkan 

kebijakan reformasi birokrasi, khususnya yang berkaitan dalam upaya peningkatan 

kinerja dan kualitas pelayanan yang diberikan oleh aparat pemerintahan sebagai 

bagian dari tugas administrasi pemerintahan yang tidak bisa dilepaskan dari 

pelayanan publik. Reformasi birokrasi diyakini berbagai pihak sebagai strategi 

efektif menyelesaikan berbagai permasalahan terkait penyelenggaraan 

pemerintahan di Indonesia. Oleh karenanya seluruh Kementerian/Lembaga/ 
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Pemerintah Daerah harus segera mengambil langkah-langkah yang mendasar dan 

komprehensif untuk mengimplementasikan reformasi birokrasi
7
. 

Dalam bidang pelayanan pertanahan, reformasi birokrasi dilakukan oleh 

Kementerian Agraria Tata Ruang/BPN dengan ditetapkannya Keputusan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman 

Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Reformasi birokrasi adalah sebagai  

upaya peningkatan pelayanan publik yang diawali dengan kebijakan standarisasi 

pelayanan oleh instansi pemerintah berupa perangkat peraturan perundang-

undangan yang memuat standar-standar pelayanan publik, standar operating 

procedure (SOP), standar pelayanan minimal dan model pelayanan terpadu. 

Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara menyatakan 

bahwa ruang lingkup manajemen publik meliputi diantaranya manajemen sumber 

daya manusia, pelayanan publik dan budaya birokrasi yang termasuk dalam 8 

(delapan) ruang lingkup perubahan yang selanjutnya dinamakan program 

Reformasi Birokrasi
8
. Sepanjang tahun 2009 sampai dengan tahun 2014, Pemerintah 

baru memulai reformasi birokrasi di 14 (empat belas) Kementrian dan Lembaga 

Tinggi/Negara. Perbaikan  mulai dilakukan pada ruang lingkup organisasi, tata 

laksana, peraturan sumber daya manusia, pengawasan akuntabilitas, pelayanan 

publik, serta perubahan pola pikir dan budaya aparatur
9
. 

                                                             
7
Jurnal Frequently Asked Question, ”Reformasi Birokrasi Kementerian PendayagunaanAparatur 

Negara dan Reformasi Birokrarsi”, 2011. 
8
 Rusmadi Muead, Op.Cit., hlm. 483-484. 

9
 Ibid. hlm. 484. 
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Salah satu kebijakan reformasi birokrasi yang dikeluarkan oleh pemerintah 

untuk semua instansi/kementerian, yakni kebijakan Quik Wins sebagai langkah 

untuk menciptakan pelayanan publik yang baik. Berdasarkan Peraturan Menteri 

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 

Tahun 2011 Tentang Pedoman Quick Wins pada Bab I Gambaran Umum huruf 

(a) pengertian Quick Wins atau  juga sering disebut low-hanging fruit adalah 

suatu inisiatif yang mudah dan cepat dicapai yang mengawali suatu program 

besar dan sulit. Quick Wins atau disebut juga low hanging fruit diharapkan 

didapatkan momentum awal yang positif dan juga kepercayaan diri untuk 

selanjutnya melaksanakan reformasi birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan. 

Keluaran dari pelaksanaan Quick Wins adalah perbaikan sistem mekanisme kerja 

atau produk utama kementerian/lembaga dan pemerintahan daerah yang sesuai 

dengan peran, tupoksi dan karakteristik masing-masing. Untuk mengawal dan 

memandu pelaksanaan Quick Wins, maka perlu disusun pedoman 

pelaksanaannya. 

BPN membuat program Quick Wins atau program percepatan pelayanan 

pertanahan yang digagas oleh Bapak Hendraman Supandji selaku Menteri Agraria 

periode 2009-2014. Gagasan beliau berupa Surat Keputusan Kepala BPN RI 

Nomor 37/KEP-3.41/II/2014 tentang Program Quick Wins Reformasi Birokrasi 

BPN RI tahun 2014, yang mana ini merupakan salah satu misi dari Peraturan 

Presiden No. 81 Tahun 2010 dalam mewujudkan untuk mengubah sistem dan 

mekanisme kerja, pola pikir, dan budaya kerja secara sistematis dan konsisten 



 

12 
 

sejalan dengan tujuan sasaran reformasi birokrasi, sehingga BPN dapat melayani 

masyarakat dengan baik, cepat, dan efesien
10

.  

 Menurut Putusan Surat Keputusan Kepala BPN RI Nomor 37/KEP-

3.41/II/2014 tentang Program Quick Wins Reformasi Birokrasi BPN RI tahun 

2014 terdapat empat pelayanan melalui Quick Wins ini yaitu : 

1. Pengecekkan Sertipikat Hak Atas Tanah 

2. Peralihan Hak Atas Tanah Karena Jual Beli 

3. Perubahan hak dalam rangka peningkatan hak sesuai dengan peraturan 

Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 

1998 

4. Penghapusan Hak Tanggungan 

Quick Wins telah dilaksanakan di banyak Kantor Pertanahan salah satunya di 

Kantor pertanahan Kabupaten Padang Pariaman. Kabupaten Padang Pariaman 

beribukotakan Parit Malintang. Berdasarkan (PP) Nomor 79 Tahun 2008 tanggal 

30 Desember 2008 tentang pemindahan ibu kota Kabupaten Padang Pariaman dari 

Kota Pariaman ke Nagari Parit Malintang di Kecamatan 2x11 Enam Lingkung. 

Sampai akhir tahun 2010 Kabupaten Padang Pariaman terdiri dari 17 kecamaten, 

60 nagari dan 461 korong. Kabupaten Padang Pariaman memiliki luas wilayah 

1.328,79 km persegi dan populasi 391.056 jiwa (sensus penduduk tahun 2010)
11

. 

Melihat luas tanah di Kabupaten Padang Pariaman, maka akan sangat penting 

bagi masyarakat Kabupaten Padang Pariaman untuk memperoleh pelayanan publik 

                                                             
10

 http//www.hukumpedia.com/hildagustina/yuk-mengenal-inovasi-quick-wins-dari-badan-  

   pertanahan-nasional. Diakses tanggal 16 Oktober 2017 pukul 13:15 Wib. 
11 https:id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Padang_Pariaman. Diakases tanggal 14 Maret 2018 

pukul 19:30 Wib. 
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yang baik dibidang pertanahan. Dengan adanya program Quick Wins dalam 

pelayanan pertanahan yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional untuk 

seluruh wilayah Indonesia ini, diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan 

efektivitas birokrasi dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah, sehingga perlahan-

lahan mampu menghapus kesan birokrasi yang berbeli-belit yang menjadi 

penyebab utama yang membuat masyarakat malas berurusan dengan para birokrat.  

Namun nyatanya, berdasarkan beberapa pengamatan yang dilakukan baik 

melalui media pemberitaan maupun opini publik yang terbentuk di tengah 

masyarakat atas pengelaman yang mereka alami, ternyata meskipun 

penyederhanaan birokrasi pelayanan di bidang pertanahan telah digulirkan melalui 

berbagai inovasi layanan dalam bentuk program kegiatan, namun tingkat kepuasan 

masyarakat atas pelayanan pertanahan yang dilakukan BPN masih berbanding 

terbalik dengan apa yang terekspose dalam setiap kegiatan kunjungan kerja “pak 

menteri‟ kedaerah-daerah. Artinya, tidak sedikit masyarakat yang masih merasa 

belum puas atas kinerja dan pelayanan BPN terlebih pelayanan pada kantor-kantor 

pertanahan di kabupaten/kota padat penduduk yang memiliki jumlah pelayanan di 

atas 1.000 berkas/bulan
12

. 

Tidak tercapainya target waktu (lewat waktu) seperti apa yang dijanjikan 

dalam setiap inovasi layanan pertanahan ternyata menjadi keluhan terbesar 

masyarakat atas pelayanan dimaksud di samping keluhan terhadap transparansi 

                                                             
12

 Rahmat Ramadhani, „‟Menyoal Birokrasi Pelayanan di Bidang Pertanahan‟‟, Koran Analisa 

Daily, Jumat, 18 September 2015. 
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dalam penghitungan biaya PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Kuantitas 

pekerjaan yang berbanding terbalik dengan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) 

di tubuh institusi BPN senantiasa menjadi alasan klasik atas keterlambatan 

pelayanan tersebut
13

. 

Ditambah lagi adanya asumsi peningkatan jumlah sengketa dan konflik 

pertanahan yang kian meroket menunjukan bahwa kuantitas penyelesaian 

permohonan pelayanan pertanahan tidak dibarengi dengan pemenuhan asas cermat 

dan ketelitian untuk menjaga kualitas penyelesaian pelayanan pertanahan dimaksud. 

Naifnya, di sebagian kantor pertanahan masih menjadikan kebiasaan sebagai aturan, 

bukan aturan yang dijadikan kebiasaan dalam menjalankan standar dan prosedur 

pelayanan pertanahan, sehingga hal tersebut turut memicu kaburnya nilai kepastian 

hukum hak atas tanah sebagai tujuan utama dilakukannya pendaftaran tanah
14

. Oleh 

karena itu, pembahasan mengenai hal ini sangatlah penting dan penulis tertartik 

untuk melakukan penelitian yang lebih jauh dengan mengangkat tema 

“PELAKSANAAN PROGRAM QUICK WINS SEBAGAI REFORMASI 

BIROKRASI DI BIDANG PELAYANAN PERTANAHAN OLEH KANTOR 

PERTANAHAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka rumusan masalah yang penulis uraikan 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan program Quick Wins di Kantor Pertanahan Kabupaten 

Padang Pariaman? 

2. Faktor-faktor apa sajakah yang dapat menjadi pendukung dan penghambat 

pelaksanaan program Quick Wins di Kantor Pertanahan Kabupaten Padang 

Pariaman ? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis kemukakan, maka penelitian 

yang dilakukan penulis ini mempunyai tujuan untuk mengetahui dan menganalisis 

proses pelaksanaan program Quick Wins dan Faktor-faktor apa sajakah yang dapat 

menjadi pendukung dan penghambat pelaksanaan program Quick Wins di Kantor 

Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang bisa diperoleh 

antara lain: 
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1. Manfaat Teoritis 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi 

dalam perkembangan ilmu hukum khususnya dibidang administrasi pertanahan. 

2. Manfaat Praktis 

a) Merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum. 

b) Memberikan kontribusi serta manfaat bagi individu, masyarakat maupun 

pihak-pihak yang berkepentingan, terutama bagi pihak-pihak yang akan 

melakukan pemeliharaan data tanah. 

c) Memberikan pengetahuan tentang pelaksanaan program Quick Wins. 

 

E. Metode Penelitian 

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan 

analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan 

konsideran
15

. Metode penelitian hukum dapat diartikan sebagai cara untuk 

melakukan penelitian-penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran 

secara sistematis dan metodologis baik yang bersifat asas-asas hukum atau norma-

norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang 

berkenan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat. oleh karena itu, metode 

penelitian yang digunakan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan dan sejalan 

dengan objek yang diteliti. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pertanahan 
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 Soerjano Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Universitas Indonesia: UI Press, 2007) 

hlm. 42. 
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Kabupaten Padang Pariaman. Untuk memperoleh data yang maksimal dalam 

penelitian dan penulisan ini sehingga tercapai tujuan yang diharapkan, maka 

metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1) Pendekatan Masalah 

Metode pendekatan masalah yang dilakukan pada penelitian ini ialah metode 

pendekatan yuridis empiris. Pada penelitian hukum yuridis empiris, maka yang 

diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan 

penelitian terhadap data primer dilapangan, atau terhadap masyarakat
16

. 

2) Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian dimaksudkan untuk 

memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-

gejala lainnya
17

. 

3) Jenis Data 

Lazimnya didalam penelitian, dibedakan antara data yang diperoleh langsung 

dari masyarakat dan dari bahan kepustakaan
18

. Jenis data dilihat dari sudut 

sumbernya adalah : 
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18 Ibid., hlm. 11. 
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a. Data Primer  

Data primer (primary data atau basic data) merupakan data yang diperoleh 

langsung dari masyarakat atau instansi terkait dalam penelitian
19

. Data primer yang 

dikumpulkan dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran data yang 

dibutuhkan mengenai pelaksanaan program quick wins sebagai reformasi birokrasi 

pelayanan pertanahan oleh  Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman. 

b. Data Sekunder    

Data sekunder (secondary data) adalah data yang diperoleh melalui penelitian 

kepustakaan (library research) antara lain mencakup dokumen resmi, buku-buku, 

hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya
20

. Data sekunder 

digolongkan menjadi bahan hukum yang terdiri dari: 

1. Bahan Hukum Primer 

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoesia Tahun 1945 

b. Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 

c. Undang-Undang Nomor 17 Tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Nasional Tahun 2005-2025  

d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 

e. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi 

Pemerintahan 
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f. Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2015 Tentang Badan Pertanahan 

Nasional 

g. Peraturan Presiden Nomor 81  Tahun 2010 Tentang Grand Design 

Reformasi Birokrasi 2010-2015 

h. Peraturan  Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 13  Tahun 2011  Tentang  Pedoman Pelaksanaan Quick 

Wins 

i. Peraturan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional 37/Kep-

3.41/II/2014 Tentang Program Quick Wins Reformasi Birokrasi Badan 

Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tahun 2014 

2. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan 

hukum primer, seperti misalnya, rancangan undang-undang, hasil karya dari 

kalangan hukum, dan seterusnya
21

. 

3. Bahan Hukum Tarsier 

Bahan hukum tarsier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, 

enskipoledia, indeks komulatif, dan seterusnya
22

. 

  

                                                             
21

 Soerjano Soekanto, Op.Cit.,  hlm 52 
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4) Teknik Pengumpulan Data 

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang dilakukan dalam 

penulisan penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu : 

a. Studi Dokumen 

Penelitian hukum senantiasa harus didahului dengan studi dokumen atau 

bahan kepustakaan
23

. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data 

yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan “conten 

analysis”
24

. Data kepustaka tersebut dapat diperoleh melalui penelitian yang 

bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, 

publikasi ilmiah, dan jurnal penelitian. Studi kepustakaan dalam penelitian ini 

dilakukan di Pustaka Pusat Universitas Andalas dan Pustaka Fakultas Hukum 

Universitas Andalas . 

b. Wawancara (interview) 

Wawancara merupakan metode pngumpulan data dengan jalan tanya jawab 

terhadap kedua belah pihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan 

kepada tujuan penelitian. Wawancara pada penelitian ini dilakukan secara semi 

terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara (guide) atau daftar 

pertanyaan baik yang bersifat terbuka maupun tertutup, guna menggali 

sebanyak-banyaknya informasi dari pihak yang dijadikan responden. Dalam 
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penelitian ini, wawancara dilakukan dengan Bapak Dito Syaferli selaku Kepala 

Seksi Hubungan Hukum Pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Padang 

Pariaman dan masyarakat Kabupaten Padang Pariaman.   

5) Teknik Pengolahan dan Analisis Data  

a) Pengolahan data 

Setelah seluruh data berhasil dikumpulkan dan disatukan kemudian 

dilakukan penyaringan dan pemisahan data sehingga didapatkanlah data 

yang lebih akurat. Tahap selanjutnya dilakukan editing, yaitu melakukan 

pendekatan seluruh data yang telah dikumpulkan dan disaring menjadi satu 

kumpulan data yang benar-benar dapat dijadikan acuan dalam penarikan 

kesimpulan nantinya. 

b) Analisis data 

Data yang telah dikumpulkan baik dari penelitian kepustakaan maupun data 

yang diperoleh di lapangan, selanjutnya akan dianalisis dengan pendekatan 

kualitatif. Analisis Kualitatif yaitu metode analisis data yang 

mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian 

lapangan menurut kualitas dan kebenarannya. Kemudian analisis itu akan 

dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan. 

Analisa data termasuk penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif dan 

deduktif, sehingga diharapkan akan memberikan solusi dan jawaban atas 

permasalahan dalam penelitian ini. 

 


